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LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode

I (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis

lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat

Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaarl Perangkat Daerah yang

memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja

Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan pen,'usunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan r.rncangan akhir; dan



f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah

mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD),

serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya

pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.1
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterangan:
..I diperhatikan
.* dipedomani dan/ atau diacu

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2Ol7 dan Permendagri Nomor 77
Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta

didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat

Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor 19,
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Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O lenlang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19)

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi



Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kery'a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tertang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O 16 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6ao2\;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O17 Tentang Sinkronisasi

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar

Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

63221;

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1O9 Tahun

2020;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian T\rj uan Pembangunan Berkelanj utan ;

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto

- Surabaya - Sidoa{o - l,amongan, Kawasan Bromo - Tengger -

Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ke{a

Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O lentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Peiayanan Minimal;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2023:'

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tantang Hasil Verilikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2OO5-2O25 (lrembaran Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2O08 Nomor 04);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Keq'a Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2012 Nomor 01 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

(kmbaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (kmbaran Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041

(kmbaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk;

32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah

Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Ta}lun 2O24-2O26;

35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahtn 2024-2026;

36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan

program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggzrr€m atau pagu

indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2024 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2O26;

b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan,

indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan

bidang urusan pemerintahan tahun 2O24;

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggarar, serta pelaksanaan

program dan kegiatan selama tahun 2024; dan

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta

pertanggungjawabal kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2024, disqiikan sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

1. 1. Latff Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun La.lu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;



BAB III

BAI} IV

BAB V

2.2. Analisis Kineg'a Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Nganj uk;

2.3. Isu-lsu Penting Penyelenggaraan T\rgas dan fungsi

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu

fungsi untuk mengetahui capaian kine{a yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah melalui capain kine{a program/ kegiatan sesuai dengan talget

kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun

2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk

Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/ kegiatan ;

2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program

Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan / tindakan perencanazrn dan penganggamn yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaal Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan

perkiraan capaian tahun 2O23 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran

2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2Ol8-2O23 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksalaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(Ta-rget Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

Kode

1

Urusafl/ Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/ Kegiatan

2

Indikator Kinerja Progran

(outcome)/ Kegiatan

(output)/Sub Kegiatan

{Sub output)

Target Kinelja

Capaian

Program

(Renstla

Perangkat

Daerah) Tahun

2024

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Prograr!

dan Keluaran

Kegiatan s/d
dengan Tahun

2o2r lo/"1

Tar:get dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Target

Renstra Perangkat Daerah

Daerah s/d tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

tahun (n-2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

('tl

8

Realisasi

Capaian

Prograrn dan

Kegiatan s/ d

tahun

be{alan
(tahun n- 1)

Target

Realisasi

("/.)

+ 5 6 7 lo l1

Urusan Pemedntal-an

Fungsi Penunjang

Pengawasan

Bida.ng Pengawasan

Progrrn Pouuqlr.!8

Uruarn Panrerht b!!
Decnh ltabup.tGa/

I(otr

Peric[tate laporal
LherJa daa lepotaa

Leuatrgaa y.ag dburun
tepat sahtu

950/o 900/o 9O"/o 9Ovo

Perencanaan,

Penganggaral dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Persentase laporan

kine{a dan laporan

keuanSan yang disusun

t€pat waktu

lo0/o agvo !oolYo to0ol,

Target

program

dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Da€rah

tahun n-1)

I3



Pen3rusunan Dokumen

Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan tahunan

Perangkat Daerah yang

disusun tepat waldu

1OC[/o

Koordinasi dart

Pen5rusunan Dokumen

RKASKPD

Dokumen RXA SKPD

yang disusun tepat waktu

Dokumen Perubahan RI(A

SKPD varu disusun tepat

waktu

Koordinasi dan

Pen].usunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan

PenJrusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja
ya.rrg selesai tepat waktu

tout 7 laporan 7 laporarl '].oo'zt

lJvaluasi Kinerja

Perargkat Daerah

Adlltnistr; -

Dokumen kinerja

perangkat daeri*r
-[."""t"*--- drkG"" - LO@/" -LOc,:- 9@h

Penyediaan Gaji dan

Tunjangafl ASN

Jumlah Kebutuhar gaji

dan tunjangan ASN

toa'zr 12 bulan 1 1 trulan 9Z't)

Penyediaan

Administrasi

Pelaksanaan

ASN

Tugas

Jumlah

administrasi

tenaga

9U:t



Pelaksanaan

Penatausahaan dan

Pengujian/ Verifikasi

Keuangan SKPD

Jumlah ASN

melaksanakan

penatausa-Laan

pengujian/

keuangan SKPD

yang

dan

verifikasi

1002" 1 laporan 1 laporan 100,2,Koordinasi dan

Pen)rusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Juolah laporan

keuangaa akhir tahun

yang selesai tepat walrtu

Pengelolaan

Penyiapan

Tanggaparl

Pemeriksaan

dan

Bahan

Jumlah dokulnen

permintaan pemeriksaan

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/

Triwulanan/

Semesteran SKPD

Jumlah laporan

keuangan yang selesai

tepat wa.ktu

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas

beserta atribut

kelengkapannya yang

diadakan

1O0"/o auvo802i, 1o0')1,Administrasi

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Perserttase dokumen

adoinistrasi kepegawaian

perangkat daerah yang

disusun



Pendidikan

Pelatihan

Berdasarkan

dan Fungsi

dan

Pegawai

Tugas

APIP yang mengikuti
pelatihan

100()1, 45 orang 31 orang 6A%,

senamTerlaksananya

secala rutin
7tr/" 11 butan 9 bularr a!'/"

Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

pesertaJumlah

sosialisasi

100x,

Bimbingan ?eknis

ImpleEentasi

Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah OPD yang

memiliki nilai SAKIP B

dan BB

1000i'o

Jumlah pendampingan

yang dilakukan

I O0)1,

Jumlah peserta bimtek too,h, 40 orang 120 orang 300%,

Penyediaan komponen

ilrstalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Jumlah kebutuhan alat

listrik
tou'(,

Peoyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah peralatan dan

kebutuhan kantor yang

diadakan

10(}x, i6 buah 16 buah 1000/0

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

90'1,Terselenggaranya

administrasi

perangkat daerah

umum

lo0z, 9tr/o toa't



Penyediaan Pera.latan

Rumah Tangga

JurDlah kebutuhan alat

rumah ta-rtgga

100,'n, 2 jenis 2 jenis loo,z,

36 jenis t4401,l00ri, 25 jenisATK yanSJumlah

diada.kan

BahanPenyediaan

lrgistik Kantor

10 bulan 9201toaz., 1 1 bulanTersedianya makan dan

oinum

Dukungan

pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis

elektronik pada SKPD

Terlaksalanya
pemerintahan

berbasis elektronik

sistem

yanS

4 jenis

cetakan

dan 6.520

pengganda

an

7 jenis

cetakan

dar: 13.773

pengganda

€lll

100,x,a3%,Penyediaan

Cetakan

Penggandaan

Barang

dan

Jurnlah barang cetak dan

penggandaan yang

diadakan

tooo/oJumlah kebutuhan bahan

bacaan dann peraturan

perundangan yang

diadakan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1O bulan 92"1,90,h, 1 1 bularrJumlah kebutuhan

makanan dan minuman

tamu yang diadakan

KunjunganFasilitasi

Tamu

1O bulan 9Z'1,1 I bulanPenyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jutt ah kebutuhan

makanan dan rninuman

rapat yang diadakan

86"1,83o/o 36 kegiatan 31 kegiatanJumlah rapat koordinasi

yang

9A'1,



dilaksanalrat/ dihadiri

10001,Monitoring dan Evaluasi

yang dilakukan

Terlaksananya

pengamanan arsip

Perangkat Daeral

di

Penatausahaan Arsip

Dinamis pada SKPD

8OPzr 10v4,100%, au'/oPengadaan Barang

Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintah Daer.*r

Persentase

prasarana

urusafl

daerah

sarana dal
penunjang

pemerintah

3 jenis1000/0 9 bualrPengadaa-n Pe(alatan

dan Mesin Lainnya

Jumlah penggadaan

peralatan dan mesin yang

diadakan

9Avo 900/o 95't 951,Persentase jasa umur!
dan penunjang perangkat

daerah

Penyediaal Jasa

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

800 surat 2507 surat 3t3Vosurat yangJumlah

diproses

92"1,Penyediaan jasa surat

men]rurat

92,'1,900/., 12 bulan 11 bulanPenyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah kebutuhan listrik
dan telepon

1 1 bulan 92"/o9U'1, 12 bulanJasa

Umum

Penyediaan

Pelayana-n

Kantor

Penyediaan kebutuharr

jasa kebersihal

8az, 900/o tooP looo/oPemeliharaan

Milik

Barang

Daerah

Persentase sarana dan

prasaraoa aparatur yang



l5 unit 1,OtrL,1ou/o 15 unitPenyediaan Jasa

Pemetiharaan,, Biaya

Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan

Kenadaraan Dinas

Operasional atau

Lapangan

Jumlah kendaraan dinas

operasional yang

dipelihara

Pemeliharaan Mebel yanSJumlah mebel

dipelihara

5O'/i,

a!,1) 9 unit 29 unit 322"1,Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

Lainnya

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara

100,2,100%, l2OOa2 12OOrn2Pemeliharaan/ Rehatrili

tasi Gedung Kantor

dan Banguoan l,ainnya

Luas gedung kantor yang

dipelihara

totr/" 8 OPD 8 OPD I OO,),i,Pengawasan Kinerja

Perangkat Daerah

Jus ah obwas yang

diaudit dan dinonitor
loal'Jumlah obwas yanS

diaudit dan dimonitor

9OYo 10 OPD 10 OPDPengawasan Keuangan

Perangkat Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintaltart Daerah

laik fungsi

900/" 100% 90.kPROGRAI

PEITYELEITGGANAAIT

PEIIGAWASAT

Pe.r€ltuc PXPI yeag

dllglaaartra
looo/.

Penyelenggaraan

Pengawasao lnternal

Terselenggaranya

pengawaean intemal

88%, 100,)1, tou/o 100"1,



Reviu Laporan Kinerja Jumlah dokumen LKjIP

yang direviu

too"t,Jurrlah dokumen LPPD

yang direr.iu

100)'" 1 dokumen I dokumen

100x,Jumlah doku-men LKPD

yang direviu

100'r, 1 dokumen I dokumenLaporanReviu

Keuangan

30 OPD 100,%,Junlah OPD yang direviu 104,/o 30 OPD

50

dokumen

50

dokumen

100r{,Jumlah (lokumefl RKA PD 100<t,

100,1, 4Ar 4e 10u'1,Pengawasan Desa Jumlah obwas yang

diaudit dan dimonitor

1009/" 1 kali ah,Ke{asama

Pengawasan Internal

Gelar Pengawasan yang

dilakukan

Jumlah

mengikuti

Sisdurwas

ASN yang

Sosia.lisasi

3Ut

Inventa.risasi kode

temuan hasil pengawasan

100x, 100%, 96.660/0 96.66"1,Monitoring dan

Evaluasi Tindak lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK

RI dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

APIP

4 kali 10ut,Jumlah eva.luasi yang

dilakukan

7 50/o 4 kali

AAt^' 95"/"Tindak lanjut hasil

temuan pengawasan yang

selesai



Penyelenggaraan

Pengawasan Dengan

Tujuan Tertentu

Terselenggaranya

peogawasan dengan

tujuan tertentu

9A% 950/o 950/o 1O0"/o

Penanganan

Penyelesaian Kerudan

Negara/ Daerah

Pelimpahan kasus yang

ditangarri

85"i, 90,x, 9U\, 9A'1,

Pengawasan Dengan

Tujuan Tertentu

Kasus pengaduan yang

ditalgani

96"1, 961%, toah,

Jumlah obwas yang

diaudit dan dimonitor

1000r, 1O OPD IO OPD 1002o

8()% ao.h too%PROORAU

PERI'IUSAII
XEBIJAI{AIT,

PEITDAIPIXOAIT DAIT

AAIATtrAI

Pcrrartrac rLd dlorih
ParGGPataa

poabcrratru Lorupd
yr!3 EGrcrpd t[8et

800/0

Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang

Pengan rasan dan

Fasilitasi Pengawasan

Tersusunnya kebliakan

teknis di bidang

pengawasa.n dan fasilitasi

penSawasaJr

10v1,

Perurnusan Kebijakan

Teknis di Bidang

Pengawasan

1 dokumen 1 dokumen 10u'1,.lumlah

Pengawasan

disusun

Dolmmen

yanS

Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang

Fasilitasi Pengawasan

Cakupan

konsultasi

klinik 100(2,

a5/" 8511, 100/.danPendampingan

Asistensi dan

Ters€lenggaranya

pendampingan

80,%

90,\,



30

dokumen

33

doku!!en

t1.uvoPendampingan dan

Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah

Evaluasi dan pemantauai

SPIP

45/"

2U/oJum.lah

pengawasan

komprehensif

ekspose

1000k 52

dokumen

52

dokumen

10s){,Jumlah dokumen SAKIP

yang dievaluasi

Jumlah perangkat daerah

yang didampingi

toff/o 30 OPD 33 OPD I 107.Pendampingan,

Asistensi, Verifikasi

dan Penilaian

Refolmasi Birokrasi

Jumlah pelaporan

gratifikasi pada perangkat

daerah yang ditangani

Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi serta

Verivikasi Pencegahan

dan pembera.rrtasan

Korupsi

14 OPD 100,2,Terlaksananya asistensi

rencana aksi daerah

pencegahan dan

pemberantasan korupsi

58%, 14 OPD

9rv" 6 bulan 6 bulan 100,){,Terlaksananya

pembinaan

koordinasi satgas

pungl

dal
saber

asistensi



Penda.ropingan,

Asistensi, Verifi.kasi

Penegakkan Integritas

Jumiah perangkat daerah

yang didampingi

lou,l,



"label2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peralgkat Daerah dal Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

(Target Berdasarkar Pemetaa! Nomemklatur Perencanaan Pembangunan Kepmenda$i Nomor 050-5889 Tahun 2O21)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinelja Progra.m

(outcome) / Kegiatan

(output) / Sub Kegiatan

(sub output)

Taiget

Kinerja

Capaian

PrograrD

(Renstra

PeranSkat

Daerah)

Tahu') 2024

Realisasi

Targ€t

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiata.rl

s/d dengan

Tahun

2o2r F/"1

Target dan Realisasi Kinerja Progra.rn

dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)
Target

Program dan

Kegiatan

(Renja

Pera.ngkat

Daerah)

Tahun 2O23

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Peralgkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target

Renja

Pera.rrgkat

Daerah

Tahun

(2022].

Realisasi

Renja

Peraflgkat

Daerah

Tahun

l2o22l

Tingkat

Realisasi

('1,) Tahun

(2022],

Realisasi

Capaian

Program dan
(egiatan s/ d

tahun berjalan

(tahun 2023)

Tatget

Rea-tisasi ("%)

11I 2 3 4 5 6 7 I 10

Urusan Pemerintahan

Fungsi

Pengawasan

Penunjang

Bidang Pengawasan

Progrso Peauqjr.qg

Urulirr PeEcrlutahtrr
D.er.h I(.bupate!/ Kota

IIut gureel

feryrntet
Lryrara
Drarah

Kepuarao

(sKul
Pcr.rgtrt

900/" 90/" 9(,0/o lOO"/o

Perencanaan,

PenSanggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Persentase la;roran kinerja

dan liaporan keuangan

yattg disuaun tepat waktu

90,kt 850/" 857(, 1O0o/o

Pen;nrsunan

Perencatraan

Daerah

Dokumen

Perangkat

Ji'mr^h

Perencanaan
daerah

dokumen

perangkat

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen lo0z,

I



Koordinasi

PenJmsunan

RKA.SKPD

dan

Dokumer!

Jumlal dokumen RKA

SKPD dan Laporan hasil

koordinasi pen5rusunan

dokumen RKA SKPD

l dokumen

Koordinasi dan

Pen)rusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen

perubahan RKA-SKPD

dan Laporan hasil

koordina-si penJrusunan

dokumen perubahan

RKA.SKPD

1 dokumen

Koordinasi dan

Pen]rusunan DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA-

SKPD dan laporan hasil

koordinasi p€n1nlsunalr

dokumen DPA-SKPD

I dokurnen

Koordinasi

Penylsunan

DPA-SKPD

dan

Perubaharr

Juc ah dokumen

perubahan DPA-SKPD

dan laporan hasil

koordinasi penJn-rsunatr

dokumen perubahan

DPA-SKPD

1 dokumen

Koordinasi dan

Pen1rusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jurnlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

dan laporan hasil

koordinasi pen) rsunan

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

7 laporan 7 laporan 7 laporan 10011,



kinerja SKPD

Evaluasi Kine{a Perangkat

Daerah

Jumlah laporan evaluasi

kinerja perangkat daerah

1 laporan

Penyediaan Gaji

Tunjangan ASN

dan Jumlah orang

menerima gaji

tunjangan ASN

yang

dan

54 orang/ bln 54

orang/ bln

54 orang/bln 100x,

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah dokumen hasil

penyediaan adErinistrasi

peLaksanaan tugas ASN

108

dokumen

PeLaksanaan

Penatausahaan

Pengujian/

KeuanSan SKPD

dan

Verifikasi

Jumlah dokumen

penatausahaan dan

pengujian/verifikasi

keuangan SKPD

52 dokumen

Koordinasi

Pelaksanaan

SKPD

dan

Akuntansi

Jumlah

koordinasi

pelaksanaan

SKPD

dokumen

dan

akunta-rlsi

4 dokumen

Koordina,si dan

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Juriah laporan keuangan

akhir tahun SKPD dan

laporan hasil koordinasi

penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

SKPD

I laporan 1 laporan 1 laporan 100%

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase dokumen

administrasi keuangan

perangkat daerah yang

I disusun

950,1, tooPl, toa' 10(f/"



Koordinasi

PenJrusunan

Keuangan

Triwulanan/

SKPD

dan

Laporan

Bulanan/

Semesteran

Jumla.l. Laporan keuangan

bulanan/ triwulanan/ sem

esteral SKPD dan laporan

koordinasi pen1rusunan

laporan keuangan

bulanan/ triwulan/ semest

eran SKPD

6 laporan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah unit peningkatan

sarana dan prasarana

disiplin pegawa.i

4 unit

54 paket 162 paket 162 paket tooot,Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah paket

dinas beserta

kelengkapan

pakaian

atribut

Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

Jumlah dokumen

pendataan dan

pengolahan administrasi

kepegawaian

2 dokumen

Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai

Juolah dokurncn

pendataan dan

pengolahan administrasi

kepegawaian

54 dokumen

54 orang 54 orang 100,2,Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan T\rgas

Jumlah

berdasarkan

pegawal

tugas dan

54 orang

aux,Adoinistrasi Kepegawaial l Persentase dokumen

Perangkat Daerah administrasi kepegawaian

perangkat daerah yang

disusun

8(rli, 80pt, 100,1,



dan Fungsi fungsi vang mengikuti

pendidikan dal pelatihan

Sosialisasi Peraturarl

Perundang-Undangan

Jumlah

mengikuti
peraturan

undanga-n

orang yang

sosialisasi

perundang-

54 orang

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturarr

Perundang-Undangan

Jumlah

mengikuti

teknis

peraturan

undangan

orang yang

bimbingan

impleEentasi

perundang-

54 orang 54 orang 54 or:rng 10(}x,

Penyediaan komponen

insta.lasi listrik/ penerangan

bangunai kantor

Jumlah paket komponen

instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor yang

disediakan

2 palet 2 paket 2 paket 100/.,

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah paket peralatan

dan perlengkapan kantor
yang disediakan

9 paket 9 palet 9 pal<et 10(}2,

Penyediaan

Rumah Tangga

Pera.latan Jumlah paket peralatan

rumah tanSga yang

disediakal

4 paket 2 paket 2 paket lou'^

Penyediaan Baha$ Logistik

Kantor

Jumtah

logistik

bahan

yartg

paket

kantor

5 paket 3 paket 3 paket 101't'1,

Administrasi

Perangkat Daerah

Umum Tersclenggaranya

admirdstrasi

perangkat daerah

umum

9fftt 90't 9Urb 100x,



disediakan

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah palet ba.rang

cetakan dan penSgandaan

yang dis€diakan

5 paket 2 paket 2 paket 1000.6

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah dokumen bahan

bacaal dan peraturan

perundang-undangan

yang disediakan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 10070

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi

kunjungan tamu

12 laporan 12 laporan 12 laporal 100.x,

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

Jumlah laporan

penyelenggaraan rapat

koordinasi dsn konsultasi

SKPD

36 laporan 36 laporan 36 laporan 100)i,

Penatausahaan

Dinamis pada SKPD

Arsip Jumlah dokumen

penatausahaan arsip

dinamis pada SKPD

1 dokumen

Dukungan peLalsanaan

sistem pemerintahan

berbasis elelidronik pada

SKPD

Jumlah dokumen

dukungan pelaksanaan

sisteE pemerintahan

berbasis elektronik pada

SKPD

1 dokumen

Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

PeBerintah Daerah

Persentase sarana dan

penunjang

pemerintah

prasarana

urusan

daerah

1009{, 85f,/" 859b 1Otrto



Pengadaan Kendaraan

Dinas Op€rasional atau

Lapangan

Jumlah kendaraan dinas

op€rasiona.l atau lapangan

yang disediakan

2 unit

Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang

disediakan

40 unit 35 unit 10(})i,35 unit

Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah unit peralatan

dan mesin lainnya yang

disediakan

30 unit 94 unit 94 unit 100,7"

Pengadaan Gedung Kajrtor

atau BanSunan Lainnya

Jurnlah Unit Gedung

Kantor atau Bangunan

Lainnya yang disediakan

2 unit

I

Penyediaan ja".
menyurat

surat Jumlah

penyediaan

menJrurat

laporan

ja". surat

4 laporan 4 laporan 4 laporan toa"4,

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jualah laporan peyediaan

jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik yang

disediakan

4 laporan 4 laporan 4 laporan 10(}x,

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum I(antor

JumLah l,aporan

penyediaan jas"
pelayanan umum kantor
yang disediakan

4 laporan 4 laporan 4 laporan 10(}r;

Penyediaan .tasa einuniangT Persentase jasa umum 9Ut, 96h, 90,'t 100)i,

Pemeliharaa! Barang Milik 
]

Persentase sarana dsn

Daerah Penunjang Urusan I prasarana aparatur yang

9U/o 90,"\t 9Ari, 100,2,



Pemerintahan Daerah laik fungsi

Penyediaa.o Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Paiak dan

Perizinan Kenadaraanr

Dinas Operasional atau

Lapangarr

Juinlah kendaraan dinas

operasional atau lapangan

yang dipethara dan

dibayarkan pajak dan

perizinannya

l5 unit 15 unit 15 unit

Pem eliharaan Mebel Jumlah mebel yang

dipelihara

30 unit 30 unit 30 unit 10()x,

Perleliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

Jurnlah peralatan

mesin l,ainnya

dipelihara

dan

yang

Pemeliharaan / Rehabilitasi

Gedung Ka-ntor darr

Bangunan Lainnya

Jumlah geduog kantor

dan bangunan Lainnya

yang

dipelihara/ direhabilitasi

45 unit

16 unit

45 unit 45 unit

16 unit 16 unit

PROGRAU

PEITTELEItC"GARAAII

PEI{CAWAAAIT

Per!€atare PXPI yrlrg
dlle.l3..nataa

1()()% LOO/" 1()()0/.

Peste[trle Perr8ilqt
Dr€rrh y.!8
tBencriplrr urrur SPIP

60v"

Penyelenggaraan

Pengawasan Intemal

Terselenggaranya

pengawasan internal

roo% 10()0/" 100"/.

Jumlah PD yar:g

menerapkan manajemen

risiko

30 OPD

10r.Pt

tou'/.,

100(x,

- l



Perseatas€ juBlah

dokumen

penyelenggaraan

pemerintah daerah

(marrdatory) yang direviu

tooot,

Persentase jumhn

rekoEendasi BPK yang

selesai ditindaklanjuti

7$/,,

Persentasie jumlah

temua.n hasil pengawasar

APIP yang ditindaldanjuti

9$v"

Pengawasan

Perangkat Daerah

Kinerja Jumlah laporan hasil

pengawasan kineria

peEeriDtah daerah

8 laporan 8 laporal 8 laporan 100,u,

Pengawasan Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah laporaa hasil

pengawasan keuangan

pemerintah daerah

10 laporan 1O laporan 10 laporan 10(}2,

Reviu Laporan Kinerja Jumlah laporan hasil

reviu laporan kinerja
2 laporan 2 laporan l00zo

Rerriu l,aporan Keuangan Jumlah laporal hasil

reviu laporan keuangan

1 19 laporan I 19 laporan 1 19 laporan 100,'t)

Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil

pengawasan desa

Kerjasama

Internal

Pengawasan Jumlah kesepakatan

pengawasan internal yang

terbentuk

10O laporan 75 laporan 75 laporan 10(}2,

1

kesepakatan

1

kesepakatan

l kesepakatal 10())1,

Monitoring dan Evaluasi Jumlal: dokumen hasil 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100,2,

2 laporan



Tindak Latljut

Pemeriksaan BPK

Tindak tanjut
Pemeriksaan APIP

Hasil

RI dan

Hasil

monitoring dart evaluasi

tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK RI dan

tindak lanjut hasil

perD.eriksaan APIP

Penyelenggaraan

Pengawasan

T\rjuan Tertentu

Dengan

Terselenggaranya

pengawasan dengan

tujuan tertentu

95"1, 9Soti' 100P/o

Jumlah laporan

pengawasan dengan

tujuan tertentu yang

dilakukan

8 laporan

Penanganan Penyelesaian

Kerugian Negara/ Daerah

Jumlah

penyelesaian

negara/ daerah

ditangani

Iaporan

kerugian

yang

4 laporan 8 laporan 8 laporan 10a,/1'

Pengawasan

Tujuan Tertentu

Dengan Jumlah laporan hasil

pengawasan dengan

tujuan tertentu

4 laporan 2O laporan 20 lapora-n 100,,i,

PROGRAf, PER,UIUAAIg

NEBIJA{AT,

PEITDAUPITGAIT DAIT

ArllstEfat

Pcstcntara rlrt deefrh

P€rccPrtrr
ItenbGrr[trar,l kofuFl
lnrri Ecac.pd t.ri3t

800,/o 8@ti lOOP/o

Penetrtare Peranlkat
Daenh yalg raelEtulaa
fCP (f"aud. Co',;ttal

Plo,nnlng)

loo/o



Perumusan Kebijal<an

Teknis di Bidang

Pengawasan dan Fa-silitasi

Pengawasan

Tetsusunnya Kebljakal

Teknis di Bidang

Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan

10S/o 100',/o 100('/"

Jumlah
penSawasan

memilild

op€rasional

kegiatan

yang

standar

2 kegiatan

Perumusan

Teknis di

Pengawasan

Kebijakan

Bidang

Jumlah rekomendasi

kebijakan teknis di bidang

pengawasal yang disusun

1

rekomendasi

a

rekomendasi

2 rekomendasi 100tkt

Perumusan Kebijalan

Teknis di Bidang Fasilitasi

Pengawasan

Jumlah rekomendasi

kebijakan teknis di bidang

fasilitasi pengawasafl

yang disusun

I
rekomendasi

I
rekomendasi

1 rekomendasi tout,

Pendampingan

Asistensi

darr Terselengqaranya

pendampingan

asistensi

dan

9U/o 9@ti; tout,

Juml,ah perangkat daerah

yang memiliki akses

mendapatkan layanan

pendampingan dan

asistensi

52 OPD

Penda:npingan dan

Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah perangkat daerah

yang dilakukan

pendampingan dan

asistensi urusatr

50 OPD 50 OPD 50 OPD 10(I'1,



pemerintaha:n daerah

Pendampingan, Asistensi,

Verifrkasi dal Penilaian

Relormasi Birokrasi

Jumlah perangkat daerah

yanS dilakukan

pendanpingan, asistensi,

verilikasi, dan penilaian

reformasi birokrasi

30 OPD 30 OPD 30 OPD lOUYO

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi serta Verivikasi

Pencegahan dan

pemberantasan Korupsi

Jumlah kegiatan

koordinasi, monitoring,

dan evaluasi serta

verifikasi pencegahan dan

pemberantasar! korupsi

3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 10016

Pendampingan, Asistensi,

Verifikasi Penegakkan

Inte8ritas

Jumlah perangkat daerah

yang dilakukan
penda-opingan, asistensi,

dan verifkasi penegakan

integritas

50 OPD 50 OPD 50 OPD 100"/.,



Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinery'a masing-masing

indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja

dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kate sasi Predikat Ca aian Kine a

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksaaaan Renja

Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra Perangkat Daerah, serta kebij akan / tindakan

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

fal<tor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan

Penganggaran

Tinggi

2.2. Analisis Kineda Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kine{a pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten

Nganj uk berdasarkan Indikator Kineg'a Kunci (lKK) yang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan

Sangat Tingqi1 . 2. 9lo/o
Tinggi2. 760/o 3 9Oo/o

Sedang3. 660/o 3 7So/o

Rendah4. 5lo/o ! 650/o

Sangat Rendah5. 3 5oo/o

No. Interval Nilai Predikat

Program Penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota

9O"/o

Program Penyelenggaran

Pengawasal

9Oo/" Tinggi

Program Perumusan

Kebiiakan,

Pendrmpingan dan

Asistensi

8Oo/" Tinggi

Capaian Kinerja PredikatProgram Perangkat
Daerah



dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (lKU) sesuai

dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kine{a pelayanan

Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



a

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspekorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2O19-2O23

NO lndikator

SPM/

standa.r

nasiooal

IKU IKK

Target Rensra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Catata

n

Analisi

S

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

202t
Tahun

2022

Tahun

2023

Tahun

20t9
Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023

1 2 3 I 5 6 7 8 9 10 11 12 t3 t4 l5 l6
I Prosentas€ Rekomendasi

LHP BPK-RI yang selesai

ditindaklanjuti

85,591, 8.d|l, 85,5% 98,231'/o 97,6411 92,46tvo

2 Prosentase tindak lanjut

temuan yang selesai

95],i, 95"1 950/o 96,2"1, 95,98't1, 94,1,7"1,

3 Prosentase kategori

evaluasi SAKIP

dengan nilai A

hasil

OPD

tu't 15,Y,, 2U/" 1801, 40,'1, 16,k,

I Persentase penyelesaian

pengaduan publik
9A'lo 9ff, 9oP,/o 94,t1"/" 96,77'Y" 96,66%,

5 Prosentase

kerugian

kerugian

selesai

temuglt

daeral. dan

neSara yang

85%, a5\, 9A\, 88,O3% 85,0301, 7a,520/0

6 Irvel Kapabilitas APIP 2 2 2 3 3 2 2 '2 2

7 Persentase Perangkat

Daerah yang menerapkan

SPIP sesuai standart

NA NA NA 28"1, 3001, NA NA NA 3Ut,



b. Pencapaian Kine{a Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No Indikator
SPM/ standar

nasional
IKU IKK

Target Renstra

Perangkat Daerah
Realisasi Capaiarr Proyeksi

Tahun 2024 Tahun 2024 Tahun 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentase Perangkat Daerah

yang menerapkan SPIP sesuai

standart

30% 30o/o

2 L€vel Kapabilitas APIP 3 3



2.3. Deskripsi isu-isu penting

Perangkat Daerah

Ada beberapa isu-isu

penyelenggaraan tugas dan fungsi

penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi pada Perangkat Daera-h yang dapat diselesaikan

program / kegiatan sebagai berikut:

No Isu-isu Penting Penyelenggaraan
T\rgas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Program / Kegiatan

1 Peningkatan kapasitas Unit
Pengelola Risiko Pemerintah
Daerah, Unit Pengelola Risiko
Perangkat Daerah dan Penjamin
Kualitas dalam menerapkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) terintegrasi

Program Perumusan
Kebijakan
Pendampingan dan
Asistensi/ Pendampingan
dan Asistensi

2 Penyusunan Prosedur kefa (Tools)
implementasi sistem pengawasan
Daera-h

Program Perumusan
Kebijakan
Pendampingan dan
Asistensi/ Pendampin gan
dan Asistensi

3 Inovasi pengawasan daerah
berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)

Program Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah Kab/Kota
Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

2.4. Deskripsi tingkat kinerl'a pelayanan perangkat daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinefa Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya

terdiri dari indikator tujuan Inspektorat yang mengacu pada

indikator RPJMD yaitu: level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah.

Sedangkan indikator kineda sasaran inspektorat tahun 2019-2021

yaitu:

1) Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti;

2) Persentase tindak lanjut temuan yang selesai;

3) Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai A;

4) Persentase penyelesaian pengaduan publik;

5) Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang

selesai;

6) l,evel kapabilitas APIP.

melalui



2.5. Deskripsi permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas

dalam pengawasan intemal dalam mengawal tata kelola Pemerintah

Daerah yang mempunyai indikator tujuan nilai maturitas SPIP

Pemerintah Daerah. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten

Nganjuk pada level 3 (Nilai: 3,11l) pada tahun 2022. kvel tersebut

meningkat pada tahun 2022 setelah hasil ekspose dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terakhir

tahun 2018 yaitu masih pada level 2.

Nilai maturitas Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan hasil

evaluasi atas penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP

terintegrasi tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk

mendapatkan Skor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3,111, Skor Manajemen Risiko Indeks (MRII 2,720 dan Skor Indeks

Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2,050. Hal tersebut

disebabkan atas beberapa hal antara lain:

a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP :

1. Terdapat indikator kineg'a sasaran strategis dan target kineq'a

pemerintah daerah yang belum memperhatikan dokumen

perencanaan jangka menengah (RPJMD) ;

2. Terdapat sasaran strategis perangkat daerah memiliki target

dan indikator kinerja yang tidak terkait dengan sasaran

strategis Pemda;

3. Terdapat rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan

belum berorientasi hasil;

4. Terdapat indikator kine4'a belum ditetapkan dengan tepat dan

target kinerja belum mempertimbangkan target kinerja level

diatasnya;

Pada perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun

2Ol8-2O23, terdapat perubahan indikator kineg'a utama pada tahun

2022. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2022 yaitu

"Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai

standart". Pencapaian kine{a inspektorat dalam kurun waktu 2019-

2022 diuratkan dalam tabel 2.5.



5. Sistem pengumpulan data kine{a masih belum memadai

sehingga data kine{a yang dihasilkan tidak andal;

6. Target indikator kine{a perangkat daerah masih ada yang

belum spesifik/belum jelas sehingga capaian kine{a tidak

dinilai;

7. Sasaran prograrn dan sasaran kegiatan, indikator dan

targetnya masih ada yang belum ditetapkan dengan tepat dan

baik serta keandalan data hasil capaian kine{a belum andal.

b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

1. Belum mengalokasikan sumberdaya yang memadai untuk
penerapan manajemen risiko;

2. Belum seluruh OPD memutakhirkan dokumen penilaian risiko

secara berkala;

3. Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait

manajemen risiko yang belum memadai;

4. Belum dilakukan monitoring efektifitas tindak pengendalian;

5. APIP belum melakukan reviu proses manajemen risiko serta

monitoring pada seluruh OPD secara berkala.

c. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

1. Pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan,

penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar

perilaku antikorupsi belum memadai;

2. Alokasi sumberdaya untuk aktivitas pengelola risiko korupsi

belum memadai;

3. Sebegan besar OPD belum melakukan penilaian risiko korupsi.

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk masih pada Level 2 dan

belum memiliki kompetensi yang merata, ini membuktikan bahwa

Aparat Pengawas lnternal Pemerintah (APIP) belum menetapkan

praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras

sepenuhnya dengan standart audit. Terlihat juga dari masih

banyaknya temuan hasil pengawasan eksternal pada Perangkat

Daerah yang membutuhkan banyak perbaikan pada sistem

pengendalian interna-l, kepatuhan terhadap perundang-undangan

atau strukur/ manqjemen Perangkat Daerah. Permasalahan diatas

disebabkan karena Perangkat Daerah belum mampu mengidentifikasi



resikonya sehingga belum dapat memetakan resiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang

bersangkutan.

2.6. Deskripsi tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan

Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan

pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai

berikut:

1) Tantangan

a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan

yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;

b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas

yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan

mengimplementasikan regulasi yang berlaku;

c. Rendahnya nilai Manajemen Risiko Indeks dan Indeks

Efektivitas Pengendalian Korupsi;

d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pengawasan oleh SKPD;

e. Kapabilitas pengawasan intemal pemerintah belum berada

pada level 3, maka perlu meningkatkan qtalitg assurance

dan consultirtg pada APIP.

2) Peluang

1. Dukungan dari KPK-RI terkait pencegahan korupsi melalui

program (Monitoring Control for Prevention) MCP, Strategi

Nasional (Stranas) KPK-RI dan Survei Penilaian Integritas

(sPr);

2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah

tran sparansi pengelolaan Keualgan Daerah;

3. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan

Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur

dalam pelaksaraan pengawasan dan pengendalian intern

pemerintah;



4. Dukungan dari Inspektorat Provinsi dengan dengan adanya

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasn

Korupsi (RAD-PPK), Perluasan Tana Integr-itas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani (WBBM), serta Program Pengendalian

Gratifrkasi (PPG);

5. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan RB, Kemendagri,

BPK-RI, dan BPKP) agar APIP marnpu memberikan

peringatan dini (earQ warning sgstem) dalam pelaksanaan

tugas pengawasan;

6. Sinergisitas APIP dengan APH.

2.7. Deskripsi kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan T\rgas Pembantuan oleh Perangkat

Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bukan merupakan

unit penyelenggara pelayanan publik, tetapi memberikan pelayanan

secara tidak langsung kepada penerima layanan dan Inspektorat

Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan pelayanan berupa
pengawaszrn dan pembinaan kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah pada kegiatan

pemeriksaan internal secara berkala, kegiatan penanganan

pengaduan/pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Nganjuk dan Kegiatan Probity Audit

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang

tertuang dalam RPJPD Tahun 2OO5-2O25 adalah 'Nganjuk Yang

Maju, Adil, dan Sejahtera", dan dijabarkan dalam Misi sebagai

berikut:

l. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.

2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan

pembangunan yang berkeadilan.



4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum

yang didukung oleh profesionalisme aparatur.

5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.

6, Mewujudkan Nganjuk yang asri, ny€unan, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang

dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan

pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan

penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan

yang berwawasan lingkungan hidup.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan

berdaya saing.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan

berbudaya.

Inspektorat Daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian

tujuan pembangunan daerah yaitu "Meningkatlan Tata Kelola

Pemerintahan Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan"

Dengan dicanangkannya program T\rjuan Pembangunan

Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan

program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara

keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri seeala bentuk kemiskinan dimanapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan

gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi

seluruh orang di segala usia.

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong

kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh

perempuan.

6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang

berkelanj utan bagi seluruh orang.



7. Menjamin akses energi yang te{angkau, terjamin, berkelanjutan serta

modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan

berkelanj u tan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan

yang layak bagi semua orang.

9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong

industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.

11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan,

aman dan berkelanjutan.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta

dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya

lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemalaian ekosistem

daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,

memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi

tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan

berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta

membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh

tingkatan.

17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of
tmplementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.



Tabel 2.6
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2022

i Catatan
PentingRealisasi Ta.rget Realisasi Reali sa siTujuan/Target/ Indikator Satuan Target Realisasi Target

1 Tujuan SDGs 16.
Menguatkan masyarakat
yang inklusif dan damai
untuk pembangunarr
berkelanjutan,
menyedialan akses
keadilan untuk semua,
dan membangun
kelembagaan yang efektif,
akuntabel, dan inklusif di
semua tingkatan
Mengembangkan lembaga
yang efektif, akuntabel,
dan transparan di semua
tingkat.

2 Tujuan SDGS 16.
Menguatkan masyarakat
yang inklusif dan damai
untuk pembaagunan
berkelanjutan,
menyedialan akses
keadilan untuk semua,
dan membangun
kelembagaal yang efektif,
akuntabel, dan inklusif di
semua tingkatan
Mengembangkan lembaga

No
Baseli

ne
(2o 18)

Tahun 2O 19 TaIun 202O
Target

Opini atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Pred ikat *'-T ** 
I

WTP wTP WTP WTP ] WTP WTP WTP BPKAD,
lnspektorat



yang efektif, akuntabel,
dan transpara! di semua
tingkat.

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2022

No TujuanlTarget/ Indikator Satuan
Baseli Tahun 2019

ne Target
(20 1 8)

Tahun 2020
Target

Tahun 2O2l
Target ]Realisasi

Tahun 2022
Target

Catatan
Penting

Maturitas SPIP Level 2 2 2 2 '2 2 2 2 3 lnspektorat



2.9 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses reviu rarlcangan awal RKPD Tahun 2024 adalah

membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahur, 2024 dengan

analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan

awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya

berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

2.8 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam

Perumusan Program dan Kegiatan

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang

berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami

kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami

peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2O2O telah melakukan berbagai

upaya pengendalian COVID-I9 melalui kebijakan pembatasan sosial,

penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi

masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada tahun

2O2l telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun

2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara

promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi

untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid- 19 juga

perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan

nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian

target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu laju inflasi Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 sebesar

5,760/o. Inflasi Kabupaten Nganjuk banyak dipengaruhi oleh fluktuasi

sektor transportasi sebagai dampak kebijakan kenaikan harga BBM.

Ekonomi yang tumbuh dengan inflasi yang terkendali menunjukkan

terjadi pemulihan ekonomi pada tahun 2021 setelah pada tahun 2020

ekonomi Kabupaten Nganjuk dan nasional tumbuh minus dikarenakan

puncak pancemic COVID-19. Pada tahun 2O22, ini ekonomi tumbuh

4,84% sedangkan laju inflasi 5,767o. Laju inflasi yang lebih tinggi daripada

pertumbuhan ekonomi menunjukkan masih tingqinya faktor-faktor

produksi atas barang dan jasa.



Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Catatan

Penting
No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.0o0)

Progranl:/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

l21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll

Daerah

t{ganJuk

Kab.

DokuEerr

Pere0cartaa.o,

Pelga.tlggffaq,

dan Evaluasi

KlnerJa

Pera.ogtat

yarg

DokuEea

PcreEcaqaaE

Ewelu.'l
I rerJr
Penlit t
Drct.h yr.Eg

dlaurur
Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Inspektorat

Daerah

Jumlah

dokumen

2

dokumen

7.810 PenJrusunan

Dokumen

Inspektorat

Daera].

Jum-lah

dokumen

2 dokumen 7.810

1 PrograE PesunJalg

Urusa! Petrerintrla!
Daereh lhbupatea/
l(ota

rlld AArIP
Pc.rngtrt
Drcrih

85 t ProSrrm

Peau{aag
Uruar!
PoEeritrtthaa
Drera.h

lkbuprten/ Notr

3,515

SA}(IP

Pera!8tat
Daenh

a5 13.593.O4

3,515

PcrctlcaDartr,

Pe8gugg.ra.tr da!
De.luul l(ocrJo
Porr8gtrt Dsenh

t4
dokutre!

49.540 Pafc!ca.!ia!,
PcE8r!gglnE
drn Evaluul
NhcrJr
Perr!gIat
Daanh

In3poktorat

Daerab

Xrb.
IIganJuk

t4
dokuBeE

49.540



No

Rancangan Awal RKPD !Iasil Analisis Kebutuhan

Catatarl

Penting
Program/ Keqiatanl

Sub Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kine{a

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
l,okasi

Indikator

Kinerja

Ta-rget

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.o00)

I 2 3 4 5 () 7 8 I 10 11 t2
Daerah Kab.Nganju

k

perenca.rraan

perangkat

daerah

Perencanaan

Perangkat Daerah

Kab.Nganju

k

perencaruan

perangkat

daerah

Koordinasi

PenJrusunan

RKA-SKPD

dan

Dokumen

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen RKA

SKPD dan

laporan hasil

koordinasi

penj^rsunarr

dokumen RKA-

SKPD

I
dokumen

6.085 Koordinasi dan

PenSmsunan

Dokumen RKA-

SKPD

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jurnlah

dokumen

RKA SKPD

dan laporan

hasil

koordinasi

penJ rsunan

dokumen

RKA-SKPD

1 dokumen 6.08s

Koordinasi dan

Pen]rusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD

Inspektorat

Daeralr

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

perubahan

RKA-SKPD dan

Laporan hasil

koordinasi

penyusunan

dokumen

perubahal

RXA.SKPD

1

dokumen

6.085 Koordinasi dan

PenJrusunan

Dokumen

Perubahal RKA-

SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

perubahan

RKA-SKPD

dan laporan

hasil

koordiaasi

penlrusunan

dokumen

perubahan

I dokumen 6.085



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.o0o)

Program/

Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kine{a

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

RKA.SKPD

Koordinasi dan

Penyusunan DPA-SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen DPA-

SKPD dan

laporan hasil

koordinasi

penJrusunan

dokumen DPA-

SKPD

1

dokumen

6.085 Koordinasi darr

Penyusunan DPA-

SKPD

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokuaen

DPA.SKPD

dan laporan

hasil

koordinasi

penjrusunan

dokumen

DPA-SKPD

1 dokumen 6.085

Koordinasi dan

Peny-rsunan Perubahan

DPA-SKPD

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

perubahan

DPA-SKPD dan

laporan hasil

koordinasi

penlrusunan

dokumen

perubahan

DPA-SKPD

1

dokumen

6.085 Koordinasi dan

Pen5rusunan

Perubahan DPA-

SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

perubahar

DPA.SKPD

dan laporan

hasil

koordinasi

penJrusunan

dokumen

perubahan

DPA.SKPD

I dokumen 6.085



No

Rancangan Awal Rl.iPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Programl Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kine{a

Target

capaian

Pagu

indikanf
(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 t2
Koordinasi dan

PenJrusunal Laporan

Capaian Kinerja dal
Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

capaian kinerja

dal ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

dan laporan

hasil

koordinasi

penJrusunan

laporan

capaian kiaerja

dart ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

7 laporan 1 1.305 Koordinasi dan

PenJrusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kineria SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JumLah

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kine{a SKPD

dan laporan

hasil

koordinasi

penJrusunan

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

7 laporan 11.305

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

evaluasi

kinerja
perangkat

I laporan 6.08s Evaluasi Kinerja

Peraflgkat Daerah

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

evaluasi

kineda
perangkat

1 laporan 6.085



No

Rancangan Awal RI(PD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 l2
daerah daerah

AdBltdrtr.d Bar.lg
XtUt Drcrrh prdr
Peraaglat Dacnh

Inspektorat
Daerah

I(ab.ltganJu

k

.rurd.h
DoLuroeB

Adoiairtrlal
Baraug Mllik
DaerEh pada

Peraagkat

Drersh

7
dolullen

L7.7& Adulabttarl
Bararg Xtltt
Daerah pada

Peranghat

Daerah

IntpGktorat
Daerah

Kab.}{ganju

k

Jualrt
DoLuEe!
AdlrlnLtnrl
B.r.!g [lut
Decnh prdr
PcErgtrt
Drcrah

7 dolumen t7.7&

Pen5rusunan

Perencanaan

Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

renc€tlla

kebutuhart

Barang Milik

Daerah SKPD

2

dokumen

2.440 Penlnrsunal

Perencanaafl

Kebutuhan

Barang Milik

Daerah SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

rencana

kebutuhan

Barang Milik

Daerah SKPD

2 tlokumen 2.440

Pengamanan Barang

Milit Daerah SKPD

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jus ah

dokuoen
pengamana!1

Barang Milik

Daerah SKPD

I
dokuoen

2.440 Pengamanan

Baralg Milik

Daerah SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Ngaaju

k

JutrIlah

dokuEen
pengalnalran

Barang Milik

Daerah SKPD

1 dokumen 2.440

Koordinasi dan

Penilaian Barang Milik

Daerah SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

Jumlah

laporan

penilaian

Barang

hasil

Nlitik

I laporan Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

Jumlah

laporan hasil
penilaian

Barang Milik

1 laporan 2.440Koordinasi dan

Penilaian Barang

Milik Daerah

SKPD

2.440



No

Ra:.rcangan Awal RKPD FIasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.o00)

Program/

Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kine{a

Target

capaial

Pagu

indikatif
(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l t'2

k Daerah dan

hasil

koordinasi

penilaian

Barang MiUk

Daerah SKPD

k Daerah dan

hasil

koordinasi

penilaian

Barang Milik

Daerah SKPD

Rekonsiliasi

Penyusunarr

Barang Milik

pada SKPD

dan

Laporan

Daerah

Inspektorat

Daerai

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

rekonsiliasi

dan

penJrusunan

laporan Barang

Milik Daerah

pada SKPD

2 laporar 4.440 Rekonsiliasi dan

Perr]rusunan

Laporan Barang

Milik Daerah

pada SKPD

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

rekonsiliasi

dan

penJrusunar

lapora.n

Barang Milik

Daerah pada

SKPD

2 laporan 8.440

Penatausahaan Barang

Milik Daerah pada

SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

penatausahaan

Barang Milik

Daerah pada

SKPD

1 laporan 1.970 Penatausahaan

Barang Milik
Daerah pada

SKPD

Inspektorat

l)aerah

Kab.Nganju

k

Jurnlah

laporan

penatausaha

Em BaranS

Milik Daerah

pada SKPD

1 laporan 1.970



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Prograrn/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 2 3 4 5 (; 7 8 9 10 11 12

AdElairtrrli
I(ouangaa PorrEgtqt
Daerah

Ir3IrG&tont
Drereh

Keb.fgrqJu

k

Jurlrt
Dohunren

AdrltlLtn i
Koua[ga8

Pcsrrytrt
Drar.h

63

doLu|nea

9.570.s46

,azt
AdEld3tr.d
Kaua!gaa

Pera.!gtrt
Drcsrt

IaalrGLtor.t
Decreh

Krb.Iferdu
L

.luolrh
Dolunca
Adsttrtftrrd
Rcur!gl!
PGrtngl.t
Dacr.h

63

doLurren

9.570.546

,821

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah orang

yanS menerima

Saji dan

tunjangan ASN

55

orang/bln

9.479.709,

321

Penyediaan GCji

dan Tunjangan

ASN

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah orang

yang

menerima

gaji dan

tunjangan

ASN

55

orang/ bln

9.479.709,

321

Pelaksanaan

Penatausahaa.n dan

Pengujian/ Verifikasi

Keuangan SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

penatausahaan

dan

pengujian / verif

ikasi keuangan

SKPD

52

dokumen

58.680 Pelaksanaan

PenatauBahaan

dan Pengujian/

Verifikasi

KeuaJrgan SKPD

Koordinasi

Pel,aksanaan

dan

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

penatausaha

an dan

pengujiarr/ve

.ifikasi
keua-rtgar!

SKPD

52

dokumen

58.680

Koordinasi dan

Pelaksonaan Akuntansi

Inspektorat

Daerah

4

dokumen

6.085 Inspektorat

Daera.L

Jumlah

dokumen

4 dokumen 6.0ti5Jumlah

dokumen



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

PaCu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 3 ,+ 5 6 7 I 10 11

SKPD Kab.Nganju

k
koordinasi dan

pelaksanaan

al.untarsi
SKPD

Akuntansi SKPD Kab.Nganju

k
koordinasi

dan

pelaksanaan

akuntansi

SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JumlaL

laporal

keuangan

akhir tahun

SKPD dan

laporan hasil

koordinasi

penjrusunan

laporan

keuangan

akhk tahun

SKPD

1 laporan 14.842,50

0

Koordinasi darr

PenJrusunall

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

keuangan

akhir tahun

SKPD dan

laporan hasil

koordinasi

penJr'usunan

laporai

keuangal

akhir tahun

SKPD

1 laporan 14.842,50

0

Koordinasi dan

PenJ,usunan Laporan

Keuangan Bulanan/

Triwulanan/

Semesteran SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlai
laporan

keuarrgan

bulanan/ triwul
anan/semester

6 laporan t1.270 Koordinasi

Penj'usunan

Laporarl

Keuangan

Bulanan/

dan lnspektorat

Daerah

Kab.Ngaaju

k

Jumlah

laporan

keuangan

bulanal/triw
ulanal/ seme

6 laporan 11.270

,2 I l2

Koordinasi dal
Pen't'usunan Laporal

Keuangan Akhir Tahun

SKPD



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.0o0)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.o00)

1 2 3 4 5 t, 7 8 9 l0 11 12

an SKPD dan

laporan

koordinasi

penjrusunan

laporan

keuangan

bulanan/ triwrrl

an / semesteran

SKPD

Triwulanan/

Semesteran SKPD

steran SKPD

dan laporan

koordinasi

penyusunan

laporan

keuangan

bulanal / triw
ulan/semeste

ran SKPD

Adralalrtrorl
I(epegawalan

Perrrrilrt Daerah

Inlpektorat
Daerah

Kab.t{ganju

k

JuElah
DoLutren

AdrBhlrtrarl
I(epegawsiqa

Pera.nghrt

Dactah

55

dokuEen
693.397,6

20

Adralalrtra.i
XepegBwaiql

PerragLat

Daerah

IElpektoret
Daerah

Kab.l[gnnJu

L

JuEl.h
DoLuEer
Adoiairtrasl
KepGEBrIala!

Pera!gLat
Dserrh

5Sdolume

a

693.397,6

20

PenSadaan Pakaian

Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Inspektorat

Daera-h

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

pakaial dinas

beserta atribut

kelengkapan

1 10 paket 57 .200 Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta Atribut

Kelengkapanaya

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JuElah paket

pakaian

dinas beserta

atribut
kelengkapan

1 1O paket 57.200

Indikator

Kine$a



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kine{a

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 l2
MonitorinS, Evaluasi,

dan Peoilaian Kinerja

Pegawai

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

monitoring,

evaluasi, dan

penilaian

kinerja pegawai

55

dokumen

6.995 Mooitoring

Evaluasi,

Penilaian

Pegawai

dan

Kinerja

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Juml,ah

dokumen

monitoring,

evaluasi, dan

penilaian

kinerja

pegawai

5s

dokumen

6.995

Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

Inspektorat

Daerah

Kab.Ngarrju

k

Jumlah
pegawai

berdasarkan

tugas dn fungsi

yang mengikuti

pendidikan

dan pelatihan

45 orang s52.806,6

20

Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai

Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

pegawai

berdasarkan

tuga.s dn

fungsi yau'rg

mengikuti

pendidikan

da-n pelatihan

552.806,6

20

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Inspektorat

Daera}l

Kab.Nganju

k

Jumlah orang

yang mengikuti

bimbingan

tekris
implementasi

peraturan

perundang-

55 orang 76.396 Bimbingan Teknis

Implementasi

Peratura-n

Perundang-

Undalgal

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah oraag

yang

mengikuti

bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

76.396

45 orang

55 orang



No

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/

Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 2 3 4 5 6 7 10 11 12

urtdangan perundang-

undangan

,AdlBiaLtrarl UEutr
Pesraglat Dserrh

In.peLtorat
Daerab

Keb.Nganju

k

Juahh
Dokuaaa

Admirirtrarl
U![UE
Peraagkat

Daerah

5l
dolunea

551.426,2

7S

AdElnbtnrt
Uaum P.rrl8krt
Drorrh

I!.p.lrtor.t
Deerrh

X.b. 8rDJu

t

.Iuaht
DoLuracn

Adtaldrtr.rl
UEtrE
Pcr.ajlet
Dr.'rh

51

doLuBea

55t.426,2
7S

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

komponen

instalasi

listrik/ peneran

gan bangunan

karitor yang

disediakan

2 paket 29.097 ,t3
0

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/ Peneranga

n Bangunan

Karrtor

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JurDlah paket

komponen

instalasi

listrik / penera

ngan

bangunan

kantor yang

disediakan

2 paket 29.097 ,13

o

Penyediaal Pera.latan

dan Pedengkapan

Kantor

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlatr paket

pera.latan dan

perlengkapan

ka.ntor yang

disediakan

9 paket 13.902,60

0

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

peralata-n dan

perlengkapan

kantor yang

disediakan

9 paket 13.902,60

0

8 9



No

Ra:rcangan Awal RKPD liasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Progran/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Ta-rget

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.0o0)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaiarr

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 2 3 4 5 6 7 8 10 1l t2

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JuElah paket

peralata.rl

rumah tangga

yarrg

disediakan

4 paket t6.7 59 Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

peralatan

rumah

ta-n8ga yang

disedial<an

4 paket 16.7 59

Penyediaan

l,ogistik Kantor

Bahan Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

bahan logistik

kantor yang

disediakan

5 paket 188.706,1

95

Penyediaan

Bahan Logistik

Karrtor

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

bahan

logistik

kantor yanS

disediakan

5 paket 188.706,1

95

Penyediaan

Cetaka.n

Penggandaan

Ba:.arrg

dan

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

baralg cetakart

dan

penggandaan

yanS

discdiakan

5 paket 32.478,85

0

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

bararrg

cetakan dan

penggandaan

yang

disediakan

5 paket 32.478,85

0

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundalg-undalgan

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan yang

1

dokumen

12.000 Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Daera.l.

Kab.Nganju

k

Jumlah

dokumen

bahan

bacaan dan

peraturafl

perundang-

1 dokumen 12.000



Rancangar Awal RIiPD Hasil Anatisis Kebutuhan

No Program/ Kegiatalr/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.0o0)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kine{a

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.o00)

Catatan

Penting

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 t2
disediakan undangan

yaJrg

disediakal
Fasilitasi

Tamu

Kunjungan lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

fasilitasi

kunjungal
ta.Inu

12

laporan

12.O32,50

0

Fasilita.si

Kunjungan Tamu

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

fasilitasi

kunjungan

tamu

12 laporan t2.o32,50

0

PenyelengSaraan Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jurnlah

laporan

penyelenggara,a

n rapat

koordinasi dan

konsultasi

SKPD

laporan

36 246.450 Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

SKPD

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

penyelenggar

aa.ll rapat

koordinasi

dalr

konsultasi

SKPD

246.45036 laporan

Pc[gqdrr8 Brr.!8
Ufif Drcrah
Pc!uqj.!8 Ururea

Peecd[trh D.€r.h

In3pcktont
Daereh

Krb.tlgrnju
13

JutrLb
Errrtrg fUlL
Drerrh prdr
P.n rEtrt
D.cnh yrEg

dLcdh.Lrn

73 unit 1.7r9.456

,499

Pengadar!

Barug Utlil
Dac.rh
PeEunjqEg

UrutrD
Petaerhtrh

h.p€ttorat
Daerah

K.b.ItgrnJu

L

Juslah
Baraag Ullllr
Drcnh pada

Pcr.agtat
D.Gtrh y.at
dLcdtateg

73 utrit 1.719..1-56

,499



Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.o00)

Catatan

Penting
Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 727 8 I 10 11

Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional atau

Lapangan

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JumLah

kendaraan

dinas

operasional

atau lapangan

yaflg

disediakan

I unit 659.482,2

14

Pengadaan

Kendaraan Dinas

Operasiona.l atau

Lapangan

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

kendaraan

diaas

operasional

atau

Lapangan

yang

disediakan

1 unit 659.482,2

14

Pengadaan Mebel Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JuElah paket

mebel yang

disediakan

40 unit 261.335,2

50

Pengadaan Mebel Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah paket

mebel yang

disediakan

40 unit 267.335,2

50

Pengadaan Pera.latan

dan Mesin Lainnya

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah unit
peralatafi dan

mesin lainnya

yang

disediakan

30 unit 798.639,0

35

Pengadaan

Peralatan dan

Mesin Lainnya

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

.Jumla]l unit
peralatan dan

rnesin

lainnya yallg

disediakan

3O unit 798.639,0

35

Daerah



Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

PentingLokasi
Indikator

Kine{a

Target

capaian

PaSu

indikatif
(Rp.0oo)

Program/

Kegiatan

No

Rancangan Awal RI(PD

Lokasi

11 128 o5 6 7I 2 4

IlrpcLtont
Decreh

Krb.ltgrnJu

L

Juolah
Liporel
Penyedlarn

Jara

Pelulja!8
Ururatr

PeEerlntafa
n Drerah

12 l.poran 305.800t2
lrporu

305.800 Pctryedlrr.u Je'sr

P€luqjaDr
Urua[
PeEerlntahao

Daer.b

PelyGdLrn Jaaa

PelupdraS Ururql
PeEcrlEtrhas Drorih

Inrp.htoErt
Dsonb
IIrb.lfSrq,u
L

.Iunl.h
Laporin
Peayediarn

Jasa

PeEuaJ.og

Urusstl

Peeerlltahin
Daerah

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

penyediaan

jasa surat

menJrurat

4 laporan 10.0004 laporan 10.o00 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat

Menlrurat

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

penyediaalr

j.sa surat

men!'urat

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah

laporan

peyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik
yaig
disediakan

198.600 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listlik

Juml,ah

laporan

peyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

aif dan listrik
yang

discdiakan

4 laporan 198.600Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/ Kegiatan/

Sub Kcgiatan

lndikator

Kinerja

103

4 laporan



Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Catatan

Penting
lndikator

Kinerja

Ta-rget

capaian

Pagu

indikatif

iRp.00o)

Program/

Kegiatan
i,okasi

Indikator

Kinerja

No Programl Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

10 11 725 6 7 8 I1 2 3 4

4 laporan 97 .200 Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum

Ka.ntor

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan

penyediaan

j^".
pelayarrarl

umum kartor
yang

disediakan

4 laporarr 97.200Penyediaan

Pelayaiar

I(antor

Jasa

Umum

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JumLah

laporan

penyediaan

jasa pelayanan

umum kantor

yang

disediakarr

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

kendaraal

dinas

operasional

atau

15 unit 797.606,2

oo

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

kendaraan

dinas

operasional

atau Lapangafl

15 unit t97 .606,2

00

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Perrreliharaan,

Pajah, dan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak,

dal Perizinan

Kendaraan Dinas

Penellhera:a Brraag

UtltL Daerah

Pelulriang Urura.tr

PcDerlntaha,r Daent

Inspektorat
Daerah

I(ab.Nganju

k

Jumlah

Barang utlik
Daerah pade

Perargkat

Daera.h yang

terpcllhera

94 unlt 685.106,3

oo

Petiellharaan
Baraqg llilik
Daerah

Peruqiasg
Uruaaa

PeEerlntaha!
Daerah

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Brrarg Uillk
Dacrah pada

Peraagtat

Daerah yasg

te4)ellbara

94 uait 685.106,3

oo



No

Rancangan Awal zu(PD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegratan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kineqa

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12

Operasional

l-apangan

atau yang dipelihara

dan dan

dibayarkan

pajak dan

perizinannya

Perizinan

Kendaraan Dinas

Operasional atau

Lapangan

Lapangan

yang

dipeliha.ra

dan dan

dibayarkan

pajak dan

perizinannya

Pemeliharaal Mebel Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

Jumlah mebel

yang dipelihara

30 unit 15.750 Pemeliharaan

Mebel

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Juorlah

rnebel yang

dipelihara

30 unit 1s.750

Perneliharaan Peralatan

dan Mesin Lainaya

Inspektorat

Daera-h

Kab.Nganju

k

Jumlah

peralatan dan

mesin lainnya

yang dipelihara

45 unit 95.356,I0

0

Pemeliharaan

Pera.latan dan

Mesin Lainnya

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

Jumlah

peralatan dan

mesin

lahnya ya-ng

dipelihara

45 unit 95.356,l0
0

Pemeliharaan/ Rehabilit

asi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah gedung

ka-ntor dan

balgunan

lainnya yang

dipelihara/ dir€

4 unit 376.394 Pemeliharaan/Re

habilitasi cedung

Ka-ntor dan

Bangunan

l,ainnya

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah
gedung

kantor dan

banguna.n

lainnya yang

4 unit 37 6.394



11

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 4 5

Target

capaian

Target

capaian

10 t2

habilitasi

7

Porrcrtrae

PGr.agtat
Daera.h yug
Ee[erapLa!
ulrur SPIP

600/o 74t.659,\
52

PROGNAU

PEIIYELEI{CTGARAAII

PEIIGAWASAIY

Pcracattrc
Pcrr4lrt
Di.r& t.'g
Ee!€rrPtrl
uE uf SPIP

60vo 74L.659,l
62

PROGRA![

PEITYELEITGGAR

AAN

PElltGAWASAI{

2

Justeh Pl,
yrng
tlcrGraphr
t!lnqreEcr
rtdto

30 OPDIn.pGktorat

Da6rah

Bab.IIgrqJu

k

Jutrlah PD

yarg
Ee!erapkaE

ma.aeJernea

rlslto

30 OPD PouyGlc8ig.i.!.!
Pengcer'qn
I!terEal

hrpcltoart
Drerah

Kab,ltgrlrJu

k

Pesyclerggrtaar
Peagaweras ltrteraal

Loo%Perceataae

Judah
dokumen

peryeleaggana

a.o peEcriatrb
daerat
(rEa.!datoryl

ya.qg dircdu

too/" PcrtGat.tc

Jurhh
doluEGa
pcsy.Ltr8Sr
tran
pc8crl8trh
d.Gnh

ltt!r!d.toryl
yrtrt dlrcvlu

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Lokasi
Indikator

Kinerja

Pagu

indikatif
(Rp.0o0)

6

663,924,t

Program/

Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator

Kinerja

Catatan

Penting

2 83

dipelihara/di

rehabilitasi

62

663.924,1

62

Lokasi

9



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kine{a

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Progtaml

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 u I 10 11 t2

Perrentaro

Jualah
rehomoldad
BPI( yrlg
relerai
dltlndaLlaqiut
i

700/o Pet'e!rtr'e

Jutrlah
reLotoeudaai

BPr yr.!g

aclecai

diti!dcllaEJ
uti

700/o

Per'eattre

Jumlah
teauaa baril

PeEgawaran
APIP yaEg

ditlndaLlar\iut

900/0 Pcstc!tatc

Jurtrlrh
tGEurn hrrll
pcl8gru.rr!
APIP yrs8
dltlada&L4,
utl

90v"

Pengawasan Kinerja

Pemerintah Daerah

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan hasil

pengawasan

kine{a
pemerintah

daerah

215.514 PenSawasan

Kinerja

Pellerintah

Daerah

Insp€ktorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

Laporan hasil

pengawasan

kine{a
pemerintah

daerah

8 laporan 2 15.5148 laporan



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kine{a

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kine{a

Ta-rge t
capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 1l l2

Reviu Laporan Kineda lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan hasil

reviu laporan

kinerja

2 laporan 30.'270 Reviu Laporan

Kineria

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JumLah

laporalr hasil

reviu laporan

kinerja

2 laporan 30.270

Reviu

Keuangan

Laporan Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan hasil

reviu laporal

keuangan

119

laporan

79.518 Reviu Lapotan

Keuangan

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan hasil

reviu laporan

keuangan

119

laporan

79.514

Pengawasan Desa lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan hasil

penSawasan

desa

100

laporan

60.000 Pengawasan Desa lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumla}r

laporan hasil

Pengawasan

desa

100

laporan

60.000

Kerjasama Pengawasan

Irtternal

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

kesepalatair

pengawasan

internal VaIIg

terbentuk

1

kes€pakat

all

32.610,30

2

Kerjasarna

Pengawasafl

Interna.l

Insp€ktorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

kesepakatan

pengawasarl

internal yang

terbentuk

1

kesepakata

n

32.610,30

2

Monitoring dan

Evaluasi Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK

lnspektorat

Dacrah

Kab.Nganju

Jumlah

dokumen hasi.l

Eonito.ing dan

6

dokumen

246.01 1,8

60

Monitoring dan

Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

JuIlLah

dokumen

hasil

6 dokumen 246.Ott,8
60

7



Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RI(PD

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Catatan

Penting
Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

10 11 726 7 8 9I 2 3 4 5

k monitoring

dan evaluasi

tindak lanjut

hasil

pemeriksaan

BPK RI dan

tindak lanjut

hasil

pemeriksaan

APIP

RI dan Tindak Laqiut

Hasil Pemeriksaan APIP

k evaluasi tindak

lanjut hasil

pemeriksaan

BPK RI dan

tindak lanjut
hasil
pemeriksaan

APIP

Pemeriksaan BPK

RI darr Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaart APIP

Jumlah

laporan

penyelesaian

kerugian

4 laporan 14.000Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

Jumla-l

lapora'r

penyelesaian

kerugian

4 laporan 14.000 Pena.ngalal

Penyelesaian

Kerugian

Negara/Daerah

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

Penafiganalr

Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

Penyelenggqsaqn

Pengat,afio dellgr!
TuJuan Tcrtontu

Inepektorat
Daerah

Kab.NgaaJu

k

.Iuolat
lapor.!
pelgaw&sa,l

delga8 tujua.r

tertentl yarg
dllckukqn

8 laporan 77.735 PGnyelcngge.raatl

Pcagawrtea

d6ngar! TuJuaa

?6rtGntu

Inspektorat
Daerah

Kab.t{ganju

k

.Iulnlah
laporaa

peagawaran

dengaE

tujuatr
tertertu
ya!lg

dlla&uhall

8 laporan 77.735



Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

Target

capaian

Pagu

indikatif

{Rp.000)

No

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

PentingLokasi

4

Progmm/

Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

I 2 3 5 6 7 8 9 10 11 t2

k nega.ra / daerah

yarg ditargani

63.735

k negara/ daera

h y.t g
ditangari

Pengawasan Dengan

Tujuan Tertentu

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan hasil

penSawasan

dengan tujua!
tertentu

4 laporan Pengawasar

Dengan Tujuan

Tertentu

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

laporan hasil
pengawasan

dengan

tujuan

tertentu

4 laporan 63.735

3 PIIOGRAM

PERUMUAAN

KEBIKAJAIMN,

PEIYDADIPII{GAII DAIV

ASISTEI{SI

Persentarc

Perargkat

Daerah yalg
nelaLukaa
FCP (Fraud

Cotrtrol

Plan!tag)

LOo/" r.oo4.981 PROGRA![

PERUUUSAIY

XEBIIU*'AITAIY,

PEIgDA!,IPIIIGAlt

DAIT ASISTEI{SI

Perrelta3e
Peraagkrt

Daerah yaag

Eelakukaa
fCP (Fraqd

Control
Plan!i!gl

too/o 1.OO4.94I

PerutEurrs Kebilst.!
Tetdr dt Btdarg
Peliarar.! den

FEllltarl Pongarlatra

InBpektorat

Daerah

I{ab.Nganju

k

Ju0lah
Legl.tan
pe[grws.3au

yaag trenlliti
.taadat
opcraaioEal

2

kegiatan

249.682 PerutauaEa

Kebijakaa Tekais

di BldaEg

Peagawasan dan

Fartlita.si

Peogaws!a!

Inrpektorat
Daerah

Kab.Nganju

k

Jualah
kegistaa

PeaSawarall
yang

nemiliti
rtartdaa

2 tegiatan 249.6A2

Indikator

Kinerja



Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD

Pagu

indikatif
(Rp.0O0)

Catatan

PentingLokasi
Indikator

Kinerja

Target

capaian

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.0o0)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

11 728 9 105 63 41 2

1

rekomenda

si

1.60.432Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

teknis di

bidal,lg

pengawasan

yarrg disusun

rekomend

1

i1s1

t60.432 Perumusan

Kebijakan Teknis

di Bidang

Pengawasalr

Perurnusan Kebijakan

Teknis di Bidang

Pengawasan

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JumLah

rekomendasi

kebijakan

teknis di

bidang

pengawasaIl

yang disusun

89.250Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

teknis di

bidang

fasilitasi
pengawasan

yang disusun

1

rekomenda

si

I
rekomend

asi

89.2s0 Perumusall

Kebiiakan Teknis

di Bidang

Fasilitasi

Pengawasafl

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

rekomendasi

kebijal<an

teknis di

bidang

fasilitasi

pengawasan

yang disusun

Perumusarl Kebijakar

Teknis di Bidang

Fasilita.si Pengawasan

opotrtioEal

Peodatrphga!
Asirtetrd

darl IE.pe&torat
Daerah

Kab.NganJu

.IuElah

Ircratrgkqt
daerah yang

Eelldapatta!

52 OPD 755.299 Pe!datoplnga!
dao AsirteBri

Inapektorat
Daerab

Xeb.NgenJu

Junlah
pd.agL.t
drerah yaag

noadapatLa

52 OPD 75,5.299



Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal
Catatan

Penting
Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

lndikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.0o0)

No Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

t210 117 8 94 5 61 2 3

lnspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumla}.
perangkat

daerah yang

dilakukan

pendampinga

n dan

asistensi

ufusa.n

pemerintahan

daera.l.

52 OPD 325.82252 OPD 325.822 Pendampingan

dan Asistensi

IJrusarr

Pemerintahan

Daerah

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Juml,ah

perangkat

daerah yang

dilakukan
pendampingan

da.n asistensi

urusan

pemerintaharl

daerah

Pendampingan dan

Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah

Junrlah

perangkat

daerah yang

dilakukan

pendampinga

n, asistensi,

verilikasi,

dan penilaian

52 OPD 46.670Pendampingan,

Asistensi,

Verilikasi, dan

Penilaian

Reforraasi

Birokrasi

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah
perangkat

daerah yang

dilakukan
pendampingan,

asistensi,

verifikasi, dan

penilaian

52 OPD 46.670Pendampingal,

Asistensi, Verifikasi,

dan Penilaian Relormasi

Birokrasi

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

k pendanplngau

dert a.lttelr3l
k tl

peudaoplng
a[ dart

aalstea6i



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif
(Rp.000)

Program/

Kegiatan
Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

capaial

Pagu

indikatif
(Rp.000)

1 3 4 5 6 7 I 10 11 t2
reformasi

birokrasi
reformasi

birokrztsi

Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi serta

Verifikasi Pencegahan

dan Pemberantasar

Xorupsi

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

kegiatan

koordinasi,

monitoring,

dan evaluasi

serta verifikasi

pencegahan

dan

pemberantasan

korupsi

3

kegiatarl

349.tO7 Koordinasi,

Monitoring darl

Evaluasi serta

Verifikasi

Pencegahan dan

Pembera.rltasan

Korupsi

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

kegiatan

koordinasi,

moritoring,

dal evaluasi

serta

verifkasi
pencegahan

dan

pemberantas

al korupsi

3 kegiatan 349.1O7

Pendampingal,

Asistensi dan Verifikasi

Penegakan Integritas

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

Jumlah

perangkat

daerah yang

dilakukarr

pendampingan,

asistensi, dan

verifikasi

penegalan

integritas

52 OPD 33.700 Pendampingan,

Asistensi dan

Verifrkasi

Penegakan

Integritas

Inspektorat

Daerah

Kab.Nganju

k

JumLah

perangkat

daerah yalg
dilakukan

pendampinga

n, asistensi,

dan verilikasi
penegakan

integritas

52 OPD 33.700

2



2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat,

organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/ atau organisasi profesi, serta

keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan

pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD,

serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Nganj uk T ahun 2O2 4

(1) l2l (3) (4) {s) (6)

tt ! I ltl
\ t1

No. Prograln/Kegiatan /
Sub Kesiatan l,okasi Indikator

Kineria
Besaran/
Volume Catatan



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2O24-2026 sebagai berikut:

l. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan

menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya

saing;

4. Membangun karakter bangsa;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi

dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,

dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik.

3.2. Q-uan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra

Perangkat Daerah Taltun 2024-2026 adaJah 'Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan", adapun

sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel", dengan target

kineda sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tuj uan dan Sasaran Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
akuntabel

Persentase
perangkat daerah
yang menerapkan
SPIP sesuai
standart

Tuiuan Perangkat Daerah Indikator Kineria Target Tahun 2024
Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintah Daerah yang Baik
melalui Kualitas Pengau'asan

Nilai
SPIP

Maturitas 3,150

Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kineria Target Tahun 2024

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3001\



Kerangka Logls, Ccsca dlng dan Crosscutting KlnerJa Perangkat Daerah, serta Peta Proses Blsnls
a. Kerangka Logis KinerJa Inspektorat Daerah
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b. Cascadlng KlnerJa Inspektorat Daerah
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c. Cr.osscuf,tlng KlnerJa Inrpektorat Daerah

; Jumlah
I ketidakpatuhan dan

r mempengaruhi opini

temuan

KETAATAN TERHADAP PERATT'RAN

- Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK
- Keterjadian Tipikor

EFEXTMTAS DAN EFISIEiISI PENCAPAIAN TII'UAN
- Capaian Outcome (efektivitas pencapaian tujuan

organisasi)
- Cap.ian Outpuf (€fisiansi penc.paian tujuan ksgiatan)
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d. Peta Proses Bisnls Inspektorat Daerah
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3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusErn program dan kegiatan perangkat Daerah tahun
2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta
mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Visi Kabupaten Nganjuk yang tertuang pada Rencana pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2005-2024 yaitt
"Nganjuk yang Maju, Adil, dan Sejahtera". pada RpD tahwn 2024-2026

tujuan dan prioritas pembangunan terletak pada RpJpD 2OOS-2024

periode 4 tahun pertama, yaitu (Mewujudkan masyarakat NganJuk yang
maJu, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan dl berbagai
btdang dengan menekankan terbangunnya stnrktur perekonomian
yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetltif yang didukung
Sumber Daya Manusla berkualltas dan berdaya saing"

Tema/fokus pembangunan periode 2024 yaitu &pemantapan

ketahanan perekonomian daerah dan kondisi masyarakat harmonis
yang didukung SDM berkualitas".



3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, pemerintah Daerah

diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan

dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan

target 100%o (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap

tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu anan Dasar

No. DasarJenis Pe Target
I Pendidikan anak usia dini

Pendidikan dasar lOOo/o
3 Pendidikan kesetaraal
4 IOOYI

Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100%
6 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir lOOo/o

Pela anan kesehatan balita IOOo/"
8 usla didikan dasarPela anan kesehatan TOOo/"
9 usia produktifPelayanan kesehatan pada lOOo/o
10 an kesehatan da usia lan ut TOOo/o

11. s1aI kesehatan penderita hiPelayan perten 1000h
12. 100%
13. Pelayanan kesehatan

berat
orang dengan gangguan jiwa lOO"/"

t4. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 1OOY"
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi

virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(human immunodeficien cy virus)

lOOo/"

16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharlhari IOOV"
l7 lahan air limbah domestikenPen ediaan anan
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni

korban bencana daerah kabu kotaten
lOOo/o

19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
daerah kabupaten /kota

lOOo/o

20 an ketenteraman dan ketertiban umumPela lOOo/o
2t Pe anan informasi ra\ /an bencana lOOo/o
22. lOOo/o

oa yelamatan dan evakuasi korban bencanaPelayanan pen TOOo/"
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

kebakaran
IOOVo

25 Rehabilitasi sosial dasar penyarldang disabilitas
terlantar di luar anti

lOOo/o

26 Rehabilitasi sosia-l dasar anak terlantar di luar nti 100yo
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar

ti
100%

28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususn

loooA
2

TOOo/o
Pelayanan kesehatan ibu hamil

5.

7

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

lOOo/o

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana

lOOo/o



No Jenis Dasar
eland dan mis di luar ti

29. ungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah
Perlind

kabu ten kota

IOOo/o

q umber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

3.3.3. Pencapaian Target Tuj uan Pembangunan Berkelanjutan (SDG,s)

Upaya pencapaian target TPB/SDG,s menjadi prioritas
pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan
perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Target-target TpB/SDc,s di tingkat nasional telah
sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2O2O-2O24 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang
terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tabel 3.3
Target Tuj uan Pemban gunan Berkelanjutan (SDG,s)

Kabupaten Nganjuk

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk

3.3.4. Penanganan Pandemi COVID- 1 9

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid- 19 telah berdampak sistemik
terhadap pembangunan nasionai, terutama pada aspek sosial dan
ekonomi. Kontraksi ekonomi yang tery'adi di Indonesia pada tahun 2020

No Tujuan Satuan Tar$ef 2024 Pelaksana
1 Tujuan SDGS 16. Menguatkan

masyaral<at yang inklusif dan damai
untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses keadilan untuk
semua, dan membangun kelembagaan
yang efektif, aluntabel, dan inklusif di
semua t
Mengembangkan lembaga yang efektif,
akuntabel, dan transparan di semua

Opini atas taporan
Pemerintah Daerah

Keuangan Predikat WTP BPKAD,
Inspektorat

2 Tujuan SDGs 16. Menguatkan
masyaral<at vang inklusif dan damai
untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan a-kses keadilan untuk
semua, dal membangun kelembagaan
yang efektif, akuntabel, dan inklusif di
semuq tingkatan

Maturitas SPIP Nilai 3, 150 Inspektorat

Mengembangkan lembaga yang efektif,
atuntabel, dan transparan di semua
tingkat.



mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya

beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis.
Kebljakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada

tahw2022.
Pandemi Covid- 19 mengubah secara signifikan pola interaksi

antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas
ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social di.stancing dan
protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif
dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan
berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd. immunitg
diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi

COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;

2. Penanganan dampak ekonom; dan

3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

3.3.5. Penanganan Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi adalah pengendalian terhadap rantai
distribusi bahan-bahan baku dan pengendalian harga komoditas pokok

untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya

dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah

sebagaimana tabel berikut:
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun
2024 dan pencapaian target tuj uan dan sasaran perangkat Daerah

sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2O26, serta sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan perangkat

Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No. Prioritas Daerah Alokasi (2O24)

NIHI L

Tabel 4.2
Sasaran Peran t Daerah

Tabel 4.3
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

No. Sasaran Indikator
Kineria

Target
(2O241 Alokasi (2O24)

1 Meningkatnya kualitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
al<untabel

Persentase
perangkat
daerah yang
menerapkan
SPIP sesuai
standart

3OV" 15.339.683.677

l{o.
Urusaa/Program/

Xcgiataa/Snb l(cgiatan

Indltator KlnerJa Pagu Indttatlf
{Rp. otnlUraiaa {Output) Target

PsogrrlE Penuqja.ag Uru!a.!r

Pcrrerlottha.E Daerah

Xabupatea/ Kote

f si SAXIP

PerasgLr,t Daerah

85 13.s93.O43,515

Peteacanaa!,

Penge.lggena da! Evaluarl

Nireda Peraagtqt Daenh

Jualah DoLuEeq

Perercaraa.a,

Pengaiggara8, da!
Evaluasl

KiaerJa Perelghat
Daer.h ya[g dlrututr

14 dotuoea 49.540

PenJrusunan

Perencanaan

Daerah

Dokumen

Perangkat

Jumtah dokumen

perencanaran

perangkat dae.ah

2 dokumen 7.810

Koordinasi dan PenJ,usunan Jumlah dokunen RKA 1 dokumen 6.08s



Dokumen RIiA-SKPD SKPD dal laporan

hasil kqordinasi

pen1 rsunan dokumen

RKA-SKPD

Koordinasi dan Pen5rusunan

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah dokumen

perubahan RKA-SKPD

dan laporan hasil

koordinasi

IrcnJrusuna! dokuaen
perubahan RKA-SKPD

I dokumen 6.08s

Koordinasi dan Pen5rusunan

DPA.SKPD

Jumlah dokumen

DPA-SKPD dan

laporan hasil

koordinasi

penJrusutan dokumen

DPA.SI(PD

1 dokumen 6.085

Koordinasi dan PenJrusunan

Perubahan DPA-SKPD

Jumlai dokurnert

perubahan DPA-SKPD

darl laporan hasil

koordinasi

pen)rusur:ran dokumen

perubahan DPA-SKPD

l dokumen 6.085

Koordinasi darr Pen)rusunan

Laporan Capaian Kineria dal
Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah laporal
capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD dan

laporan hasil

koordinasi

penlmsunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

7 lapoiarl I 1.305

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daera}l

Jumlah laporan

evaluasi kinerja
perangkat daerah

1 laporal 6.085

AdEhtttrart B.ra.qg Utlit
Daerat padr PeraagLat

Daenh

Junleh DoI<uoea

AdEinirtrad
Brrarg Utti} Da.erah

pada

Perq.agkat Drerah

7 dokuEe8 17.7$

Pea1rusunan Perencanaan

Kebutuhan Baralg Milik

Daerah SKPD

Juolah rencana

kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD

2 dokurren 2.440

Pengaoalan Barang Milik
Daerah SKPD

Junla}r dokumen

pengaEanan Barang

l dokumen 2.440

No.
Urua:r/Program/

Keglatar/ Sub Xegiatar

Indlkator KlaerJa

Uniaa loutputl Target

Pagu Indtlatlf
(Rp. {xnf



Koordinasi dan Penilaian

Barang Milik Daerah SKPD

Juolah laporan hasil

penilaian Barang Milik

Daerah dan hasil

koordinasi penilaiarr

Barang Milik Daerah

SKPD

1 laporan 2.440

Rekonsiliasi dan

Penjrusunan l,aporan Barang

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah laporan

rekonsiliasi dan

pen1rusunan laporan

Barang Milik Daerah

pada SKPD

2 laporan 8.440

Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Jurr ah laporan

penatausahaan

Barang Milik Daerah

pada SKPD

1 laporan 1.970

AdEili.trali Xeu&agarr

Peralgkat Daers.b

Jutda.h Dokurner

Admiaistrati
Keualga! Peralrglat
Dsera.h

63 doLuoen 9.570.5a6,821

Penyediaal Gaji

Tunjangan ASN

da.rr Jumlah orang

menerina gaji

tuojartgan ASN

yafrS

dan

55 orang/bln 9.479.709,321

Pelaksanaal Penatausahaan

dalr Pengujian/ Verifikasi

Keuangan SKPD

Jumlah dokumen

p€natausahaan dan

pengujian /verifikasi
keuangan SKPD

52 dokumen 58.680

Koordinasi dan PeLaksanaan

Akuntansi SKPD

Jumlah dokumen

koordina,si dan

pelaksanaan

akuntansi SKPD

4 dokumen 6.085

Koordinasi dan Penyusuna.n

Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

SKPD dan laporan

hasil koordinasi

penlrusunan laporan

keuangan akhir tahun

SKPD

1 laporaJr 14.842,500

Koordinasi dan Penyusunan

l,aporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Setuesteran

SKPD

Jumla-h laporan

keuangan

bulanan/ triwulanan/

semester.m SKPD dan

laporan koordinasi

penyrsunan Laporan

keuangan

6 laporan t1.270

l{o.
Urusal/Program/

Kegfutaa/Sub Kegiataa
I

Uralar {Outputf Target

Pagu Indttattf
(Rp. txrcl

Milik Daerah SKPI)



bulanan/triwulan/ se

mesteran SKPD

Adtaltdrtnrl IfupegavaiaD

Peralgkat Daerah

Junlah DokuEea

Admiaictrerl

Ilepegawdaa

Pcralgtat Daerah

55 dolumeo 693,397,620

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atlibut
Keleogkapannya

Jumlah paket pakaian

dinas beserta atribut
kelengkapan

110 paket 57 .200

Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah dokumen

monitoring, evaluasi,

dan penilaian kineda
pegawai

55 dokumen 6.995

Pendidikan dan Pelatiha.r

Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Jumlah pegawai

berdasarkan tugas dn

fungsi yang o:engikuti

pendidikan dan

petatihan

45 orang 552.406,620

Bimbingan Teknis

lmplementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah orang yang

@engikuti bimbingan

teknis iopleoentasi
peraturan perundang-

undangan

55 orang 76.396

Adsinigtrqri
Perargkat Dserth

UEura JuElah I)okuEe!
Adlr,furlrtrari UEUE

Peralglat Daerah

51 doLuEe! 55L.426,275

Penyediaan Komponeo

Instal,asi Listrik/Peneralgan

Bangunan l(antor

Jualah paket

komponen instalasi

[strik/ penerangan

bangunan kantor
yang disediakan

2 paket 29.O97 ,130

Penyediaan Pera.latan dan

Pe engkapan Kantor

Jumlah paket

peralatan dan

perlengkapan kantor

yang disediakan

9 paket 13.902,600

Peoyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jutllal.

Peralatart

tangga

disediakan

paket

rumah

yang

4 paket 16.759

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

JuElah paket bahan

logistik kantor yang

disediakan

5 paket 188.706,195

No.
Urusaa/ Program/

Kegiataa/ Sub Kegietal
Indi&ator Ktnerja Pagu Indllatif

lRp. {xx)lUraiar (Outputl Target



No.
Urusaa/Program/

Ilegiataa/ Sub Kegiltau
Iodlkator KtaerJa Pegu lidllatlf

lRp. {x}ofUraiaa (Outputl Target
Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumla} paket barang

cetakan dan

penggandaan yang

disediakan

5 paket 32.478,850

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah dokumea

bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang

disediakan

1 dokumen 12.OOO

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah

fasilitasi

taIBu

laporan

kunjungan

12 laporan 12.o32,500

Penyelenggaraan

Koordinasi dan

SKPD

Rapat

Konsultasi

Juolah laporan

penyelenggaraan

rapat koordinasi dan

konsultasi SKPD

36 laporan 246.450

Pengad.a! Buarg Uiltl
Drerah Peruqlaag Uru3..a

PeEerlEtah Daersh

Jualah Baraag MlIiL
Daerah pada

Peraagtat Daerah

yqrg dtr€dtata!

73 uait t.?t9.4s6,499

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraaa

dinas operasiona!

atau lap€nga.n y6.ng

disediakan

l unit 6s9.442,214

Pengadaarr Mebel JuErlah paket mebel

yang disediakan

40 unit 261.335,250

Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah urrit peralatan

dan mesin lainlya
yang disediakan

30 u4it 798.639,03s

Peqyediaa.o Jrla Peoutrja.ng

Uru3a.n Pemeriatahart

Daerah

JuEla.h Laporal
Penyediaaa Jala
Penunjrtrg Ururaa

Petleritrtrbr!
Daera.h

12 laporaD

Penyediaan

Men5rurat

Jasa Surat Jumlah laporan

penyediaan jasa surat

menjrurat

4 lapora-n 10.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah laporan

peyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik
yang disediakan

4 laporan 198.600

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jualah
penyediaan

pelayanan

laporan

jasa

umut!

.1 laporan 97 .200

305.800



No.
Ururaa/Progran/

l(egtataa/Srrb Kegiataa

Indil.tor KiaerJa Pagu Indttatlf
(Rp. txnfUrata:r lOutputl Target

kantor

disediakan

yang

rruBlab B&rarg f tltl
Daerah pada

Pesa!8Lat Daen-h

yqag terpelib$q

94 unit 68s.106,300

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau l-apangaD

JuBIah kendaraal

dinas operasional

atau lapangan yartg

dipelihara dan dan

dibayarkan pajak dan

perizinannya

15 unit 1,97.606,2o0

Pemeliharaan Mehel Jumlah mebel yang

dipelihara

30 unit 15.750

Pemetharaarl Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dal
mesin l,ainnya yang

dipelihara

45 unit 95.356,100

Pemeliharaan / Rehabilitasi

Gedung Kantor dan

Bangunan Lairmya

Jus ah gedung

kantor dan bangunal

lainnya yang

dipetihara/ direhabilita

si

4 unit 376.394

PROGRA![

PEITYELEITGGARAAI{

PEITGAWASAI{

600/" 74t,659,162

Peayeletrgga.raa.a

Pengrwararr IDteraat

Jualah PD yaag

EeEerapLaI

aaaajemea risllo

30 OPD 663.924,L62

Per'cntrre Junlrh
doLu![ea

Ircay.Ltl8gatiq8
pemcrlatsh daera.h

(trsrdqtoryl yatrg

dlrcvlu

toovo

Per.elrtr'c Junlah
reLoEeldari BPX

yalg rclGrql

diti!dr&laljuti

70"/"

Per3eDtare JuEl.h
tenu.! hart!

penSawasa.a APIP

yq!g dtttndatla4uti

900/o

Pengawasan

Peaerintah Daerah

Kinerja Jurnlah laporan hasil
pengawasan kinerja

8 laporan 2t5.5t4

Peloeliharqa.n Bsrs.trg Uilik
Daerah Penuqia.Eg UruraE

PeEedEtrhs.! Dierah

Peraeatasc

Peraa8Lat Daerah

yarg tretrers,ptla

utuur SPIP



I[o.
Urusaa/Prograu/

I(egirtar/ Sub Kegirtan,

Indlkator KtaerJa Pagu Indlrratlf

{Rp.0{X)}Ur.trn lortputl Terget
pemerintah daerah

Reviu Laporan Kinerja Jumlah laporan hasil

reviu laporan kinerja

2 traporan 30.270

Reviu Laporan Keuangan Jur ah laporan hasil

reviu laporan

keuangan

I 19 laporan 79.518

Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil

pengawasan desa

1O0 laporan 60.000

Kerjaso-a

Internal

Pengawasar Jumlah kesepakatan

pengawasan intemal
yang terberrtuk

I kesepakatan 32.610,302

Monitorirtg dan

Tindak i,anjut

Pemeriksaan BPX

Tindak Lanjut

Pemeriksaan APIP

Evaluasi

Hasil

RI dal
Hasil

Jurnlah dokumen

hasil mooitoring darr

evaluasi tindak lanjut

hasil pemeriksaan

BPK RI dan tindak

lanjut hasil
pemeriksaan APIP

6 dokumen 246.01 1,860

Petryelenggarara

PcEgsrarrl! dcDgr! Tujua!
Terteltu

Jualab laporea

Pengavrras dcaSa!

tuJuas terte[tu yasg

dllatuLaa

8 lapora.n 77.73s

Penanganal Penyelesaian

Kerugian Negara/ Daerah

Jumlah laporan

penyelesaian kerugian

negara/daerah yang

ditanBani

4 laporan 1.+.000

Pengawasan Dengan Tujuan

Tertentu

Jumlah laporan hasil

pengawasan dengan

tujuan terterrtu

4 laporan 63.73s

PROGRAU PEnI'UUSAI
XEBII{AIAI(AIT,

PEITDAUPITGAT DAIT

ASISTETSI

Perrelrtare

Peraagtat Daerah

yslg lael.I.uksa FCP

(Fraud Co[trol
PlaEDitrg,

lov"

Peruroura.tr KebiJsta.r

Tclrir dt Bidarg
Peagrvaran drn Fslllttasi
PeIgara!8.!

JuEkh Leglataa

Pcngswsraa yalg
EeElliti standrr
operarional

2 Legiata! 249.6A2

Perumusan Kebijakan Teknis

di Bidang Pengawasan

Jumlah rekomendasi

kebijakan teknis di

bidang pengawasan

yang disusun

I rekomendasi 160.432

PeruEusan Keb{jakan Teknis

di Bidang Fasilitasi

Pengawasan

Jumlah rekomendasi

kebijakan teknis di

bidang fasilitasi

1 rekomendasi 89.250

1.OO4.98r



yargpengawasan

disusun

PendaEpiEg..a

Asistetrsi

da! Juoleb p€rarglrt
daera-h ya.ng

meadapetteo

p€sdaEplnga! daa

arirtessi

52 OPD 7ss.299

Pendampingan dan Asistensi

Urusar: Pemerintahan

Daerah

Jumlah peralgkat

daerah yang

dilakukan
pendam,pingan dan

asistensi urusa.ll

pemerintahan daerah

52 OPD 325.822

PendaEpingan, Asistensi,

Verifikasi, dan Penilaian

Reformasi Btokrasi

Jumlah perangkat

daerah yang

dilakukan
pendaopingan,

asistensi, verifikasi,

dan penilaia!

reformasi btokrasi

52 OPD 46.670

Koordinasi, Monitoring dal
Evaluasi serta Verifikasi

Pencegaltarl dan

Pemberantasan Korupsi

Jumlah kegiatan

koordinasi,

morlitoiirlg, daat

evaluasi serta

verifikasi pencegahan

dan peoberantasan

korupsi

3 kegiatan 349.107

Pendampingal, Asistensi

dan Verifikasi Penegakan

lntegritas

Jumlah perangkat

daerah yarg

dilakukan

pendampingan,

asistensi, dal
verifikasi penegakan

integritas

52 OPD 33-700

l{o.
Terget



Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

tt I Irll II\T l{ T II\T I I I l_

No. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Jenis Belanja Sasaran Penerima Manfaat
Rincian

Sumber
Pendanaan



BAB V

PENUTUP

Rencana Keq'a Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahur. 2024

disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan

Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu

indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD

Kabupaten Nganjuk Tahun 2O24.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024

apabi-la terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum

dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, akan dilakukan
penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5. l. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tatr:r:r, 2024,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan

mempunyai yang strategis yaitu menjembatali antara perencanaan pada

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)

daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara

bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan

Rencana Ke{a Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk
memastikan bahwa prograrn dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif

dan indikator kineq'a, serta kelompok sasaran sesuai dengan

Rencana Ke{a Perangkat Daerah; dan



q

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Inspektorat

Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan

dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana

Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan:

3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya

memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2Q24, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dengan aslinya
IAN HUKUM

";?

NO s. M.Si.
Pembina
NIP. 19680 199202 L OOl

$

*

ANJ


